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" JAMINAN HUKUM TERWADAP KORBAN KEJAHATAN,
TEHR DAN NARAPIDANA

[47]

ANGRA

PENDANULUAN.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indone-
sia jalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atac
kekuasaan. |
Pamerintahan berdasarkan atas sistim konstitusi, tidak ber-
dasarkan absolutisme. Sejak awal ‘para pendiri rqgub]ﬁk ini

secara sadar memilih sistom negara hukum dan pemarintahan yang

hoerdasarkan sistem konstitusi.

Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara

hukum yang demokratis bordasarkan Pancasila dan UUD 1345 yang

dalam pasal 27 (1} menjamin Lahwa sogala wgrgu' negard
bersamaan Kedudukahnya didalam hukum dan pemaringahan serta
wajib menjunjung  hukum  dan pcmerintahan  Ttu dengan Lidak
ada kecualinya.
Konsep negara hukumn kita mengandung prinsip-prinsip yang
mencakup unsur-unsur seporti legalitas tindakan wgara/pemerin .
tazh, penghargaan  dan poerlindungan  hak arasi manusia Sarta
adanya peradilan yang bebas.
Negara Republik Indonesia- menjunjung tingdi hak azasi manusia
dimana pengﬁayatan, pengamalan “dan  pelaksanaan 'hakl azasi
manusia serta hak dan kewajiban warga negara untuk menegaklkan
keadilan tidak bcleh diabatkan oleh setiap warganegara, penyo-
Tenaggara negara, lembaga negara dan lombaga kemasyarakatan ¢
nusat dan di dacrah.
A~as hukun sebagai azas poembangunan nasional  dalam GOHN 1993
menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional,
setiap warga negara dan penyelienggara negara harus taat pada
hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta negafa
diwajibkan untuh menegakkan dan menjamin kepastian hulkum.
Pembangunan hukum diarahkan pada  makin terwujudnya sistem
hulum nasional yang bersumber pada Pancasila dan uubD 1945,
yang meancakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum saerta
sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara
hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan‘
tenteram,

Pembangunan hulwum  dilaksanakan  melalui pembaharuan hulkum
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dengan tetap momporhatikan kKemajemukan tatanan  hulkum  yang

beriaku yang mencakup upaya untuk meningkatlkan Kkesadaran

hukum, kepastian’ hukum, perlindungan hukum, penagakan hukum
dan pelayanan hulkkum yang berintikan Kkeadilarn dun kobenaran
dalam rangka penyelenggarcan negara yang makin tertib  dan
teratur scrta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin

lancar.

Fenegakan hukum merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama

baik aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) can penasi-
hat hukum yang disebut Catur ¥Yangsa atau supra struktur
panegak hukum maupun organisasi-organisasi orofesi  dan
masyarakat yang memilikil kesadaran hulkum yang sering disebut
sebagai infra struktur penegak hukum. Termasuk pulﬁ dalam nhal
ini para cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang momilila
peranan dan pengaruh Lortentu untulk mamberilkan dunjnununuunkqn
mobtivasit serta Koesadaran hukum masyarakat pada umuﬁnyu.‘

Tumbuh dan berliembangnya komitmen serta tanggung quab bersama
itu memerlukan pula adanva komunikasi dan keterbukoan sehingga
togalknya  hukumn dirasalan sebagan kubutuhun/kcpcntingan

Lersama.

Jaminan hukum terhadap korvan kejahatan, tersangka/tordakwa
dan narapidana. v
Cari Judul tulisan maka Jaminan hukum dimaksud dapat dibagi
untuk : 1. Korban kejahatan .

2. tersangka/terdakwa

.y

d.onarapidana,

1, Jaminan hukum bagi korban kejahatan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  [(KUHAPR)
Jaminan hukum bagi korban kejahatan masih Eelum banyak
diatur. o -
Pasal-pasal yang mengatur nal ini dijumpai dalum B8AB XIIIX
tentang Penggabungan perkara gugatan ganti KkKerugian yﬁitu
pasal %98 s/d 101 yang sifatnya masih terbatos.

Pasal 98 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dak-
waan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana
oich pengadilian negeri  menimbulkan kerugian

bugi oL,
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bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas

permintaan orang 1tu dapat menatapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian

kepada perkara pidana itu.

Maksud penggabungan perkara gugatan paca perkara pidana int

adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika

yang sama diperiksa serta diputus sexkaligus dengan perkara

pidana yang bersangkutan.

{(2)

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebe-

Jum penuntut umum mengajukan tuntutan ‘pidana.

Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permin-

taan diajukan selambat-lambatnya sebeium hakim
e

menjatuhkan putusan.

Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara peme-

riksaan cepat.

Pasal 89 (1)

(23

(3]

Apab11a pinhak yang dirugikan minta pénggabung—'
an perkara gqugatannya padq perkafa pidana
sebhagaimana dimaksud dalam pasal '98, maka
pengadilan negeri menimbang tentang Rewenangan
nya:untuk mengadili gugatan tersepub, tentang
kebenaran dasar gugatan dan tentqhg hukum
penggantian biaya yang Lelah dikeluarkan oleh

pihak yang dirugikan terscbut.

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyataxan
tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau gugataﬁ dinyata-
kan tidak dapat diterima, putusan hékim'hanya
memuat  tenbtang  penetapan  hukum pénggantian
bhiayn yang telah dikéiuarkan oleh pihak vyang
dirugikan. .

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendiri
nya mendapat Kekuatan tetap, apabila putusan

pidananya juga mendapat kekuutan hukum tetan.
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Jaminan hukum terhadap hak dari korban suatu tindak pidana
diberikan deﬁgan mempercepat proses untuk mendapatlkan ganti
rugi  yang dideritanya yaitu dengan menggabungkan perkara
pidananva dengan permchonan untuk mendapat ganti rugi, yang
pada hakeckatnya merupakan suaty perkara perdata vang biasa-
nya diajukan melalui gugatan perdata sehingga alkan dihemat
waktu dan biaya perkara.

Ganti rugi tersébut dapat dimintakan terhadap scinua perkara
yang dapat‘menﬁmbu?kan karugian materiil bagi korban dan
diportangguﬁg Jawablkan Kepada pelaku tindak pidaﬁa. Sedang-
kan kerugian yang bersifat immateriil tidak'dapat diminta-
Kan ganti kerugian melalui prosedure ini.

Keltua sidang dengan  surat renctapan  vang dicatat dalam
berita acara persidangan menggabungkan pemeriksaan perkara
gugatan ganti Kerugian (perdata) dengan perkara pidananya.
Ganl1 kerugian yang diputus hanya toerbatas pada pergantian
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan,
sehingga tuntutan yang lain dari pada itu dinvatakan tidak
dapat diterima dan harus diaBukan sebagai perkara perdata
biasa, f
Sehubungan dengan pasal 98 dan 107 KUHAP, Kkalau tefpidan

tidak mampu/tidak mempunyal barang-barang untuk membaya
ganti rugi tersebut maka cegala sesuatunya adalah ~sama
dengan apabila tergugat dibhulkum untuk membayar ganti rugi
dalam perkara perdata.

Tuntutan ganti rugi tidak perlu  diajukan kepada panitera
pengadilan negeri dan dapat dilakukan Tungoung dalam sidang
Kepada halkim yang meny idangikan perkara tersebut.

Yang melaksanalkan putusan perdatanya adalah panitbra péng-
adilan negeri atas perintah '  ketua pengadilan regeri
berdasarkan pasal 195 HIR cdst. .
Berkaitan dengan Jjaminan hulkum terhadap korban Kkejahatan/
Lindak pidana ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mere-
komendasi dalam UN Congress on the Prevention of Crime and
the Treatment of Offender tahun 1985 di Milan Itali tentang
Victims of Crime berupa norms and guide lines (peraturan
dan pedoman~-pedoman) yaltu Resoluticn and Declaration of
basic Principles of Justice for Victim of Crime fnd Abuse
of Power.
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Yang dimaksud dengan “ korban " adalah setiap orang, baik
seccara  individu maupun kelompok, vang telah menderita
Kerugian baik penderitaan fisik atau mental, cmosional,
kerugian ekonomis atau substansial dari hak-huak arasinya
sebagai akibat perbuatan/kesengajaan atau kelalaian Yang

melanggar hukum,

Padoman-pedoman tersebut meliputi

(1). Kemudahan untuk memperclen keadilan dan periakuan yang
wajar yang mencakup penghormatan terhadap martabatnya,
memperoleh ganti rugi melalui presedure formal dan
informal, memparoleh informasi tertang kasds meroka
dan lain-lain.

(2), Restitusi atau ganti rugi dari peloku  tindax  pidana
kepada korban, keluarga atau Langgungan mereha.

(2). Kompensasi dimana negara  berusaha b :komDQHSuui
keuangan Jjika tidak dapat sepenuhnya dipercich dari
pelaku kejahatan.

(4): Dantuan : medis, psychologis dan sosial agar dapat di
peroleh serta memberi latihan-latihan sesuail kebutuhan
=1 korban. I '

Di Australia jika seseorang mengalami Tuka=Tuka, kerugjan

atau kerusalkan sebagai akibat korban kejahatan, mempunyai

hak untuk memperolieh kompensasi

(1), Kompensasi dari pelaku Kejahatan.

- Pengadilan pada wuﬁtu menghulkum  pelalas kejahatan
dapat memerintahkan untuk membayar  kompensasi
keuangan'kepada korban kejahatan. i '

- Jaksa akan minta kepada Pengadilan untukikompensasi
jika dipandang layak, karena banyak Kkasus ,dimana
pengadilan tidak memerintahkan adanya Kkompensasi.

- Perlu bagi pengadilan memperoleh bukti-bukli tentang
luka-luka atau kerugian korban. FHal ini bisa
disampailkan Repada Polisi pada waktuk dilakukan
pemeriksaan.

- Jika pengadilan menentukan suatu kompensasi maka
korban kejahatan akan diberitahu bentuli keputusan

Lersebutb,
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- Pembayaran  kompensasi tergantung dari bantuk perin
tahnya misalnya pelaku kejahatan akan membayar
secara mencicil/mengandsur, '

- Hanya pengadilan vang dapat memaksalam pembayaran

bomphensasa.

(2). Kompensasi bagi yang luka-Tluka karena kejahatan.
- Kompansasi ini terpicah dari kompensasi dari peiaku
xejahatan. ‘
- Dibayar dari dana masyarakat Kepoada kKorban kejahat-

an.

o

— Jika korban menderita luka-luka secara Tisik atau
mental, ia dapat minta kompensasi ke pengadiian
melalui cara ini. '

- Jika kejahatan terjadi sebelum 1 September 19490,
korban akan dibayar sampai A $ 20,000 jika mengalami
kerugian keuvangan, menderita sakit dan:cumpai A
4,200 jika mengalami kesedihan {(3ika crﬁng tua alau
anak meninggal).'

- Setelah 1 September 1980 akan  dibayar _sampai‘A o

50,000 untulk kerugian finansial, mendarita sakit,
sampai A 5 4,200 uptuk kesedihan dan sampail A 3§
2,000 untuk biaya pemakaman.

Selain itu korban dapat mengajukan Klaim lompensasi

pekerja dari majikan, menggugat nelaku kejahatan dalam

hal ada kerusakan-kerusakan d1 pengadilan perdata.

Jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

Pésa? 8 UU Mo. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-keientuanh
Pokok Kekuasezan Kehakiman menyatakan bahwa sctiap orang,b
yang disangka, ditangkap,'ditahan dituntut dan/atau diha~-
dapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah
sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan Kesalaha-
nya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. '

Dengan berlandaskan pada azas praduga taic bersalah  maka
sudah wajar apabila tersangka/terdakwa dalam Droses
peraditan picana wajib mendapat hak-haknya seperti hak
untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap  penyidi-

Kan ...




kan, hak untuk diberitahu ~entang apa yang disangkakan/

padanya dengan bahasa yand dimengerti olehnya,

i didakwakan e
mendapatkan

nak untuk menyiapkan pembeiaannya, hak untuk
hantuan hukum, hak untuk seqgard mendapat pemeriksaan oleh

pengadi]an dan mendapalb putusan seadiW—adilnya.
Jaminan hukum rerhadap torsamgka/terdakwa didalam KUHAP
diatur daiam pasal 50 s/d ©8.

Secara singkat jaminan hulkum tersebut intinya acalan sebu~

gai parikut

pasal 50 (1) segerea mendapal pemariksaan penyidik

(2) segera dimajukan Ke pengadilan olen Penuntut

Umum
' (3) segaera diadili oleh pengadilan.
pagal Y1 unLui mempefsiapkan pemchaan
a. berhak diberitahy apa yang disangiakan.
h. apa yang didakwakan.
Pasa1‘52 7. berhak membasl Loterangan pebas. -
pagal 53 (1) mendapat juru bahasa '
(2) Jika nisu/tull - pcnterjcmah
pasal 54 pariiak mendapit pantuan nulkun. _
pasal 55 perhalk memilih sendir? penasﬂhat Pukumny o
pasal 58 (1) Bagil yanrdg diancam dengén pidana mati, 12 cahun
atau 1ebih, yang idak mampu - pejabat waj:b
menunjuk penasihat uieum bagil mareka.
(2) panaschatb hukum yand ditunjuk mamberi pantuan
dengan cumascuma. e
pasal o7 (1) T. vandg ¢itanhan borhak menghubungi penasihuL

nuliumny a .
(2) T. yand perkebangsaan asing yang ditaﬁa borhar
P ‘ menghubung? perwakilan negaranyd
pasal 58 T. vang ditahan berhalk manghubuhgi dan meneri-
‘ pa kunjungah dokter pribadinya.
pasal 59 T- yang gitahan berhak diperitahukan tentang penas
naman dirinya kepada keluarganya.

pasal 60C T. berhalk manghubungi dan monaerima kunjungan dari

woluarga,
pasal 61 T- horhak secara 1angsung atad dengan perantarsd
penasﬂhat hulumny & menghubungi dan menerin

feunjungan
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fcunjungan - sanal keluarga untuk kepentingun

pokeriaan atau kelkeluargaan. "‘

Pasal 62 (1) T berhak mengirim  dan moenerima  surat dari
penasihat hukumw  dan sanak keluarga-disediakan,
ajat tulis.

(2) surat menyurat tersebut tidak diperiksa kKecua-

19 jika terdapat cukup alasan disalah gunakan.

(2) Dalam hal suart tersebut  diperiksa,  hal ity
3 diberitahukan kepada T.
Pasal 63 T berhak menghubungi dan .menerima kunjungan

o

g rohaniwan.

Pasal 64 T berhak diadili disidang mpengadilan yang terbuka -

untuk umum.

Pasal 65 T berhal mangajukan saksi/saksi ahli yang mengun=
Lungkan dirinya.

pasal 66 T tidak dibebani lkewaliban pcmbuktian:

T

Pasal 67 T berhak minta pandino terhadap putusan pengadilan -
" tinghkat pertama. ,
Pasal 68 T berhak menuntut ganti karugian dan rehabilitasi.

Selain hak-hak Tarsangka/Terdakwa seperti terscbut diatas

masih ada pula pembatasan jangka waktu penahanan.
Penyidik . paling lama 20 harﬁ,' yang dapat diper-
' panjang Penuntut Umum paling lama 40 hari.
. Setclah 60 hari harus gikeluarkan demi
; hukum., :
Penunbut Ymam o paW{ng Yama 20 hari, yang ‘dapat dipaer-

panjang Ketua Pengadilan Hegers paling lama

3¢ hari. Sétuiah 50 hari harus dikeluarkan.
H.a k 1 m : paling lama 30  hart, yvang dapat diper-—
panjang Keﬁua pengadilan Meger! paling lama
60 hari. Setelah 90 hari harus dikeluarkan.

Dengan demikian seorang dapat . ditahan mu]ai. dari tahap
penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri paling
Yama 200 hari. ' '

Untuk pemeriksaan di Pengadilan Tinggi

Hakim Pengadilan Tinggi dapat menahan naling lama 30 hari,

yang
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yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling

Tama G0 hari.

Setelah walktu 90 hari dikeluarkan.

L1 Tingkat Kasasi

HMahkamah Agung dapat menahan paling Jama 50 hari, vyang
dapat dipérbanjang paling lama 60 hari. Setelah waktu 110
hari harus dikeluarkan. |
Selain itu masih terdapat hak tersangka mengajulkan gugatan
pra peradilan {(pasal 79 + 080). ‘ _

Dari Jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa didalam
KUHAP cukup banyalk sehingga sejauh 197 dinilai cukup

memadai.

Jaminan huium berhadap narapidana.

Jaminan hukum terhadap narapidana  diatur  dalam  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1395 tentamng Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasvarakatan di  Indonesia sekarang 1ini telah
banyak berubah dan lebih maju sejalan dengan pbrkembangan
sosial. Perlakukan terhadap narapidana menjadi semakin
rumit karena pertambahan penduduk yang sekaligus bertambah-
nya pula Jjumlah kejahatan. Fungsi~fupgsi poﬁjara telah
berubah Jika dibandingkan @ dengan pada masa @ penjajahan
terutama setelah kita menerima 10 (sepulﬁh) Prinsip

kepenjaraan yang meliputi

-1- HMelindungi dan menyiapkan para napil  agar dapet me-
mitiki peranan yang baik dan bermanfaat di masyarakat.

-2- Menjauhkan diri dari penutupan dan penganidyaan nag
baik dengan perbuatan -maupun kata.

-3- Member] bimbingan kepada napi agar menyesali diri
terhadap perbuatannya -vang saiah. :

-4~ Penjara hendaknya Jangan merupakah a1at/t5mpat untuk
moemperburuk napi dari keadaoan sebelum masulk benjara.

-5~ Jtilangnya kebebasan tidak bararti isolasi :sepenuhnya
napi dari masyarakart. &

-6- Napi Jangan diberi pekerjaan-pekorjaan yﬁng hanya
menguntungkan lembaga atu negara namun harus dapat
meningkatkan Ketrampilannya.

-7~ hspek



-7~ Aspek pendidikan dari perlakuan di lembaga pemasyaraka-
tan harus berorientasi Kepada Pancasila  dengan mei-
bimbing untuk menjunjung semangat kerjasama  dan
toleransi.

8- Memperlakukan napi sebagai manusia, harus  dihormati
martabat dan perasaannya.

-9~ Napi hendaknya merasakan penderitaan &ahibat hukuman
dalam bentulk kKehilangan kemerdekaan. ‘ ‘ '

~10-Susunan dan semua fasilitas fisik dari lembaga pemasya-
rakatan harus sesuai dengan fungsi rehabilitasi  dan

sendidikan dari sistim Pemasyarakatan.

Saat ini di Indonesia ada 2 {(dua) macam periakukan
terhadap narapidana yaitu periakukan institusional dan non
insLiltusional,

Porlakuan Institusional dimaksudikan  untuk membgri pendidi-
kan yang meliputi pelajaran membaca/menulis, lpungctahuun
umum, agama dan moral saerta latihan Rojuruan untulc
persiapan bagi bekas napi untuk mandiri dimasa datang.
Porlakuan non  institusional meliputi asimilasi/pembaharuan
dar pelepasan bersyarat. ' )

Jika Kkita memperhatikan Reglemen Penjara?dan UuU ten-
tang Pemasyarukatan yang. baru yang menggantikan reglemen
tersebut, maka Jaminan hukum napi dapat dibedakan dalam
hak dan kewaliban narapidana. 1
Hak=hak dan Réwajiban ydng disebutican dalam Regjemen Penjaj
ra antara 1aiﬁ '

Pasal 30 (1) Kepala Lombaga Pomasyarakatan  tidak boleh
menerima atau menahan seseorang dalam penjara
Jjika tidak berdasar suatu putusan pengadilan,
surat perintah atau surat penctapah yang.
diberikan oleh yang berwajib.

Pasal 31 (1) Kalau seorang perempuan yang mempunyail bayi
dimasukkan ko penjara, ia boleh membawa bayi-
My .

{2) Setelah anak tidak menyusu lagi atau paling

Tama umur 2 (dua) tahun, anak itu dikeluarkan
dan discrankan kepada ayahnya atau sanak

keluarga ibunya.
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Pasal 32 (1) Kepala Lembaga Pemasyarazkatan harus mamperha-
tikan supaya orang terpidana dilepaskan bila
waklu pidananya sudah habis.

(2) Kepadanya harus diberikan surat bukti pelepas-
an,

Pasal 386 (1) Galam penjara‘se?aiu dipisahkan secazra tertib:

' - laki-laki dari;perempuan. '
- 0rang dewasa dari anak-anak dibawah umur 16
- tahun '
T orang vang dipidana hilang kemerdekaan dari
terpenjara 1ainnya. |
_ ~ orang militer dari sipil.

36 bis : Sedapat mungkin semua orang terpchjara' cada
walktu malam berada dalam sel tidur atau kamar
kurungan tidur sendiri-sencirs.

36 ter : Pada walktu siang orang-orang terpi@ana diber:i
pekarjaan bersama-sama. :

Pasal 37 Kalau dipandang pérlu oleh dokter yang berdinas di

' penjara, para napi disuntix untulk: menangkal
penyakit menuiar. :

Fasal 43 Dalam hal~hal ‘luar biasa, napi dapat diberi ijin
untiuk meninggalkan penjara untuk sementara
dengan surat ijin. - .

Pasal 45 Semua napi dapat mengajukan permintaan dan penga-
duan dengan To]uasa kepada petugas yang
berwajib.

Pasal 48 Selain mencrima tamu gury  agama, guru ﬁnjil dan
anggota perkumpulan yang membantu napi  yang
sudah dikeluarkan dari penjara, Kepada sotiap
napi capat diberi ijin untuk mencerima keluarga
dan sahabatnya.

Pasal 6 Napi diberi Kesempatan  untuk nmenjalankan ioadah,
mendapat pendidikan agama atau penerangan lain
tentang kebaktian terhadap Tuhan dan filsafat.

Pasal 81 Napi yang sakit sedapat mungkin dirawat datam
penjara namun Jjika dianggap perlu dapat
dirawat di rumah sakit setempat.

Pasal 93 Tahanan, terpidana Kurungan dapat mengatd’™ makanan

dan tempat tidur atas biaya  sendiri dan

menthe 1




membeli segala Keporluan yang dapat meringan-
kKan nmasibnya.
Pasal 107 Napi vang dipidana‘*mati diijirkan menerima kun-

Jungan rohaniawan dongan tidak terbatas.

Sedangkan kewaJiban-Kewajibannya, antara lain :

Fasal 33 Sewaktu diterima masuk‘penjara, hadan orang ter-
penjara dengun segera harus digeledah. HNapi
tidak noleh menyimpan arang-barang yang
dibawanya. Semua napi dilarang memegang uang,
barang berharga, - minuman keras dén barang-
barang lain yang dianggap berbahaya dan ber-

tentangan dengan keamanan dalam penjara. .

[N ]
(93]

Pasal Tiap-tiap orang terpidana pada saat mdsuk harus
mand1, diperiksa dokter, jika menderita penya-
Kit menular scqgera dipisahkan dari yang lain.

Pasal 38 Rambut harus dipotong pendek selama menjalani
pidanya, kecuall wanita. o

Pasal 40 Semua napi walib memberi Jjawaban ydng pantas

' dengan sopan santun atas pertanyaan—-pertanyaan
pegawal penjara. ' _
Semua perintah pegawail penjara harus dilakukan
segera dan tidak dibantah. :

Pasal 41 Semua napi harus selalu bersikas tenanj, di]akapg
keras membuat kecnaran dan keributan dengan
tidak beralasan. ' o _

Pasal 42 Bila Leberapa napi berkumpul dalam -satu kz=lompok,
baik didalam maupun diluar penjara, mereka
harus berja?an'berbaris secara teratur.

Semua napi wajib  bekerja baik didalam maupun di

=
s
73
£
J—
(04
—

Tuar tembok.

Sedangkan menurut pasa)l T+ UU Nomor 12 Taihun 1995,
narapidana berhak
a. melakukan ibadah sesual dengan agama atau Kepercayaan:
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasma-
ni; ‘
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran:
d¢. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan vyang lavak;

e. menvampaikan keluhan:



f. mencapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media

massa lainnya vang tidok dilarang:

(@8

9. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilake-
Kan. ' .

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat Rukdin atau Grang
Ltertentu lainnya;

. mendapatkan pengurangan masa pidana {remisi); .

J. mendapatikan Kesempatan  berasimilass Lermasul culti me-
ngunjungi keluarga;

K. mendapatian pembebasan bersyarat:

1. mendapatkan cuti menjelang bebas:

m. mendapatkan halk-hak lain sesuas dengan peraturan perun-

dang-undangan vang berlaku.

Pasal 5 ayat- 1 Marapidana wajib mengikulbl secara Lertib

nrogram pembinaan dan kegiatan toertentu.,

Hak dan kewajiban cebzgal jaminan terhadap narapidana
secara berangsur telah diperbaiki dan ditinglkatlian.
UN Congress on the prevention of crime and the Lreatment.of
offender seiawx kongresnya yang pertama di Genevg tahun 1955
telah menyetujul the UN Standard mingmum’ rufcs for the
Lreatment of priscorers yang memuat ketentuan—ﬁgtentuan dan
pedoman-pedoman tentang perlakukan terhadap narapidana.
Indonesia sebaga: anggota UN Congress o the pravention of
Crime and the treatment of offenders  secara berangsur
menyesuaillan dengan pedoman-pedoman dari Perserikatan
Bangsa Bangsa sehingga disusun dan diterapkan 10 (sepuluh):
Prinsip tentany Kepoenjaraan (Tembaga pemasyarakatan)

tersebut diatas.

Kesimpulan dan_Saran.

Dari paeraturan perundang-undangan di Indonesic yang meng-
abur  Jaminan hulkum  terbhadap  korban kejahatan, Lersangka/
Cerdalovwa  dan narapidana maloa Jaminan  hukum Lerhidan: Ler-
sangka/terdakwa  dan narapidana  sejauh  ini telah cukup
memadat.  Hanya  Jaminan hulum  terhadap korban kejahatan
masih perlu ditingkatikan dan ditambzah dengan mengacu kepada

pedoman-pedoman PR {(Perserikatan Bargoa Bangsa) .



v,

2. Jika Jamihan hukum terinacup tersangha/terdakwa dan Nnapl men

dapat perhat:an yang Tebin bailk, scharusnya korban kejaha-
Lan  yang  telah mengalami  penderitaan  dan Ferugian Dok
fisik, moril, matceriel,  wmaupun Jaminan soo 1) keiuarga,
trauma, stress dan Tain-lain sudah selayvaknya lobih
mendapat perhatian  darsi pemerintah  dan tembaga
masyarakat.

sUsial

\ .
3. Korban kejgahatan alkibat pembunuhan Percioeiian dengan

kekerasan yang mengakibaetkan malinyva orang, lpgnganiayaan

yang menimbulhan cacal seumur hidup, korban norsocaan Jan
kejahatan-kejahatvan sadis lainnya per iy mendapatian
perhatian yang lebih, karena mempunyal akibat yang jauh dan

o

mendasar bagis para’ Forbannya MmaupLn keluarganya bHatl.

penderitaan Lalhin maupun nafkan U dicanya maupw

keluarganya.

4. Canby rugil dapat dirbebankan kepada  pelaku heJabhalan  atad

keluarganya (yang mampu) atau regara/nemerintal (dulam had
ini Departemen Sosial) memberilkan Kompensasi yﬁﬁg besarnya
ditentukan dengan geraturan Menbterd berdasar pultusan pen-
gadilan.

[

Bantuan medis, perawatan mental dan Tatthan-latihan koetram-

pilan baoi korban yang cacal badan hendaknya dapat diberi-

kAN secara cuma-cuma baik melalud rumah salkifL pemeriataly
maupun balai-baladl Yatihkan herja untul merindankan bLoban

Korban kejahatan dan jaminan har i asok.,

e n u_boun

[ . S

Cemiician uralan yang dapat  saya sampaikan  pada Fesanozlan

kals ini. Kami menyadari bahwa uralan TN o masih Jauh Cari
memuashkan karena keterbatasan wakty dan Iiteratur yarg dapat
ciperoleh, ’

semgga uratan 1ni ada manfaatn,a bagi kKita semun.

Jakarta, 4 Desember 1996
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Jakxn dapat mengninakan sis-
trm pendekatan yuridis sebapm
nendekatan utama yany dileny-
kapt denpan pendelitan so5i0-
politls dan sostu-kuliurl, Pen-
dekatan yuridis berorr) penera-
Pan peraturan perundang-un-
Cdongan seeara tepul dur benar,
difengkapi dengan pertimibinn-
[[::J:l-nm'limb:lngun Yiany o ome-
INFacy pada terciptanya kelert-
than, stabilitas ¢an kondisi-kon-
disy yang dibutuhlun bagi ke-
fangsunpan pembangunan, ko-
kohinyu persatuan dan Kesutuan
bangsa serta nilai-nili yang
hidup dalum masyarakat, se-
hingga rasa keadilan dalam ma-
syarakal dapat LerGiumpuny,
Denpun memperhatiban ni-
lai-nilai yang bidhap dalim nss.
yarakal | mak dlunapkan ke
pereayinm Leyhadap hofann don
neoegadan hukum okan senr.
K membaik din alkan mempen-
Baruhi tingkat serta kupalitus
dukungan masyarakat terhadap
hukum dan penegakan hukum.

Kritik masyarakat
uluk i, peneprak hukum
hendaknya selalu tang-
pap  Llerhadap lLeluban-
keluhan dan kritik masyarakat
sekeal apa pun. Salah satu ingi-
kator ketidakadilan dj masye-
rakal adalah munculnya Xelu-
han-keluhan “dari masyarakuat
terhadap  terhadap  tindakan
aparat pemerintaly, termasuk
aparal penegak hukum.

Dalam teori Tata Adminis-
Lrasi Negara bentuk perwujudan
perbustan yang seweninr-we-

nang ada 5 (i) kelompok,
yaknic perbuatan melnwian h-
Kum uleh penpuasy (orrech-

matige overheids daady, perbu-
atan melwwan undang-undang
(oreetiatipe), perbuatan yiung
Liddak tepal (onjulst), perbuatun
yang tidak hermanfual (ondoct-
malige) dun perbualan yang
menyulahgunakan  wewenang
(cletonrncment de pouvair).

Perbuatan tercela yanyer dilaku-
Kan  oleh aparat pemerintah
pickian wimemnya akan menioge
bulkan Kerugdan bagi pilids yang
Lerkens akibut perpuntan tersoe-
but., Untuk menjaga keadilan
maka perbuatan yang demikian
diharupkan tidak terjadi dan
puinerintah berusaha mengen-
dalikan aparulnya agar tidak
melakukan perbuatan tercela.
Dan untuk itu, pemerintah telah
menerapkan sistein pengavasan
tnetekat dan penpawasan fung-
sionad denpan maksud untui
menphindar Lterjadinyg perbu-

whan  yanye dapal mernpdlian
masvirakat,  setldak-thdaknya
berusaha menelon semindosg

munglin terjadinya perbuatin
Lersebud,

.

Dnadum penegakan hul:uzh_,_ o

Dulam rangla menampuny’
peagawastn masyarakat, teruti-
ma terhadap kelelin-kelehan
masyarakat seperti tulisun di-
iy rubnk surat pemibaca di
media massa, "harus cepat di-
tanggapl apabila menyanghkut
aparatb atuu instansing 2, Penpa-
wasinonasyarakal dapat dijudi-
kan pelunjik adanya sesuaty
yung dhrasa Lidak adil olel inge-
syarakat. Terhadap kotik yang
demiiian, aygar aapat securn
cepat ditanggapi.

Melalul pengawasan masya-
rakat pimpinan unit kerja pe-
merintah akan memperoleh ma-
sukan yung, sctelah diteliti dan
dievahiasi, hasiloya dopal dipa-
Kai untuk melakukan  iistro-
spekst dan muenilai: spakal uail
Kerpn yange dipimplisanaya Lelah
meladcianalcan mistnya dalion
melayini dan menpayoml -
syirakal secari baik sesuai por-
aturan perundang-undungan
yang buerlaku. Setelah itu, pimp-
inan dapat mengambil nghah-
tangkah yang dinilut perla, agar
aparat dapat menjadi febih efek-
Lif, efisien, beorsih dan Lerwi-
bhawa,

Penepak hukom sebapad pe-
ngemban prafesi hukum dalam
menjalunkian lugas dan kewa-
Jibannyu harus berani sceavra
jujur  menyuarakan  keadilan
sesual hati nurani masyarakat di
atas kepentinpan pribadi, polo-
ngan dan kekuasaan,

Tugas jaksa

enurut U No. %1041,
I\/_[jnksa aduluny peinbat
yanhy diberh wewenang
uleh  undanp-undany untuk

Lertindak  sebagad  penuntul
umum serla meliksanukan pu-

tusan  penpadilan yang teloh
memperoleh kekuatan hukwin
Letap, UU ini menepaskan
bahwa kedudukan kejuksaan
adalah  Jembaga  pemerintah
yang melaksanakan kekuasaan
negara terutama  di bidang

penuntutun di lingkungan per-
adiban wmum, Kecunli it ditap-
Fan aula

u) Hewenangan kejaksaan
untuk melengkapi berkus per.
kara; dan untuk ilu dapat me-
lakukan pemeriksaan tiunbahan
cebelum perkara dilimpahkan ke
pangadiian.

(b) Di bidang perduly dan
t‘.lt::l nsaha negara, kejaksaan

dengan kuasa khusus dapat ber-

tindak untuk don atas  nama
negara alae pemerintab dr dos
lam atau di luar penpadilac.

(¢) I bidang xKetertiban dan
ketenteruman winum, kejaksaun
iturut menyelenggarakan kegia-
Lan seperti upays meningkatkan
kesaduaran hukum masyarakat
dun peugamanan kebijakun pe-
negaskan hukum.

(dy Kejuksann dapat disera
tugas —an wewenang lain ber-
dasurkan undung-undangr

Dulam metaksanakan jaba-
Lun fungsional di bidang penun-
tutan, jaksa bertindak sebagai
wakil negara dengan tétap miem-
perhatikan Kepentingun masya-
rakib i pemerintah, Ol
karenu fLu, peluksaniun penug-
tulany hiartes berdacian Ran hwfium
dan senantinsae memperhaliiim
rasy keadibin yangr ndup dan
Berkembang dalian masysrakat.
denpan  memperhotiban kebi-
Jakan pemerintah,

Sedangkan  dalam melak-
sanakian putusan penpadilan
dan penetapan hakim, Kejak-
sanaan -memperhalikan nlai-
nlad hulkim yang hidup dalam
miasyarakal dun perikenenosi-
aun beedasarkan Pancasiia tan-
N menympangkay Retegasan
dalins Lersisap dan hertindak.,

Jaksa yang bertindak seba-
g Juksy penuntul uwaum (JU)
dalam perkara pidana ataw juksa
nengacara negara (JPHY) dalum
perkara perdata dan tata usalia
negara, dalam pelaksanann Lu-
gasnya, stlain menjunfun; vinges
cun  menerapkan pelaturan
perundanp-undangan secara Le-
pul ditn henar, Jupa harus men-
perhabikan sunsana dan ras:
keadilan yang hidup dan ber-
kembang di dalam masyarakal,

Dengan eara demikian, kon-
tekstualisast antara joksa dan
keadilan dupul diwujudkan. Na-
mun, bagaimana peraturan per-
undang-undangan disusun seca-
ra baik, terpulung kembali kepa-
da manusianya, yaitu: para pe-
nepgak hukum ity sendiri. a

“Kupala Kejahsaan Tingai 1K dakasla



